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Abstrak

Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi bagian dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada  bab IV, berdampak pada perubahan isi, salah satunya penghapusan atau dihilangkannya ayat (2) pasal 57 dalam UU ketenagakerjaan yang mengatur perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) yang dibuat tidak tertulis dapat dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT).  Sehingga terbentuk isu kekosongan hukum mengenai perubahan status pekerja PKWT menjadi pekerja PKWTT tersebut yang dapat melemahkan posisi pekerja. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian tidak tertulis pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan  oleh pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian tidak tertulis. Menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Hilangnya pasal yang mengatur adanya perubahan status pekerja PKWT menjadi pekerja PKWTT karena adanya perjanjian tidak tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebabkan kedudukan pekerja berdasarkan perjanjian kerja tidak tertulis semakin lemah dari sebelumnya. Oleh karena itu dapat dilakukan upaya hukum oleh pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja tidak tertulis yaitu dengan melakukan perundingan dengan perusahaan dan diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerja bersama (PKB). Upaya lain yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pengajuan perubahan undang-undang melalui Dewan Perwakilan Rakyat dengan memasukkan kembali klausul terkait perubahan status PKWT menjadi PKWTT apabila melakukan perjanjian kerja secara tidak tertulis. Sehingga diharapkan terdapat jaminan atau kepastian hukum bagi pekerja.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, PKWT, Perjanjian Kerja Tidak tertulis    

Abstract

Amendment of Law Number 13 of 2003 concerning  Employment becomes part of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in CHAPTER IV, it has an impact on changes in content, one of which is the abolition or omission of paragraph (2) article 57 in employment Law which regulates a work agreement for a certain time (PKWT) which made unwritten can be declared as a work agreement for a certain time (PKWTT). so that the issue of a legal vacuum is formed regarding status change of PKWT workers to PKWT workers which can weaken the position of workers. This study aims to find out and analyze how the legal protection for workers who work based on an unwritten agreement after the enactment of the Job Creation Law number 11 of 2020 and what legal remedies can be taken by workers who work based on an unwritten agreement. by using a normative research method by taking a statutory approach and a historical approach. the abolition of the article that regulates the change in the status of PKWT workers to PKWTT workers because of the unwritten agreement in the Job Creation Law, making the position of workers based on unwritten agreements are weaker than before. Therefore, legal remedies that can be taken by workers who work based on an unwritten work agreement are by negotiating with the company and realized in the form of a collective labor agreement (PKB). Other effort can be made by propose changes to the law through the House of Representatives (DPR)  by re-entering the clause related to changing the status of PKWT to PKWTT if make an unwritten work agreement. So it is hoped that there will be guarantees or legal certainty for workers.

Keywords: Legal Protection, PKWT, Unwritten Agreement Of Works.
PENDAHULUAN 
Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, wujud nyata Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan dalam bernegara dan berbangsa telah diatur oleh hukum salah satu aspek yang telah diatur oleh negara merupakan aspek hubungan industrial yang berkaitan dengan tenaga kerja. Peraturan ini memiliki tujuan untuk dapat memenuhi hak para pekerja agar mencegah terjadinya ekploitasi atau pelanggaran terhadap tenaga kerja. Hukum perburuhan mengalami perubahan dalam penyebutan dengan istilah baru yaitu hukum ketenagakerjaan. Pengaturan terkait hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Selanjutnya akan disebut UU Ketenagakerjaan) yang berisikan tentang segala perlindungan hukum bagi pekerja.
Pekerjaan adalah suatu hal yang penting bagi setiap manusia. Wujud nyata peran negara dalam memberikan perlindungan atas hak setiap manusia untuk bekerja melalui Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI 1945 menerangkan bahwa “tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanuasiaan”. Hal tersebut merupakan buktinya nyata peran negara dalam memberikan perlindungan ekonomi bagi setiap masyarakat agar bisa mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak. Peranan pekerja bagi pembangunan nasional dalam bidang ekonomi sangat penting.  Keberhasilan perusahaan tidak lepas dari peran pekerja sehingga diperlukan hubungan yang harmonis diantara para pihak. 

Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 Angka 1 UU Ketenagakerjaan memiliki makna yaitu “segala   sesuatu   yang   berhubungan dengan  tenaga  kerja  pada  waktu  sebelum,  selama,  dan  setelah  selesainya  masa hubungan  kerja.”Salah satu komponen yang penting bagi ketenagakerjaan merupakan tenaga kerja. Tenaga  kerja menurut Pasal 1 Angka 2 UU Ketenagakerjaan merupakan “setiap orang yang  mampu melakukan  pekerjaan  untuk  menghasilkan  barang  atau  jasa,untuk  kebutuhan sendiri dan orang lain.” Berbeda lagi dengan makna istilah pekerja memiliki makna yaitu Pasal 1 Angka 3 UU Ketenagakerjaan memiliki pengertian “pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sebagai hasil dari pekerjaanya.” 
Hukum ketenagakerjaan merupakan bagian dari hukum pada umumnya. “Berbicara tentang batasan hukum, para ahli saat ini belum menemukan batasan yang baku serta memuaskan semua pihak tentang hukum. Hal ini dikarenakan hukum memiliki bentuk dan cakupan yang sangat luas. Bentuk dan cakupan yang luas ini menjadikan hukum dapat diartikan dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda” (Husni 2013). 
Soetikno mempunyai pendapat bahwa, “hukum perburuhan/ketenagakerjaan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan di bawah perintah/pimpinan orang lain dan mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebut” (Khakim 2014).
Pasal 3 UU Ketenagakerjaan menegaskan bahwa:

“pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas adil, dan asas merata.”
“Hal ini dilakukan karena pembangunan ketenagakerjaan menyangkut multidimensi dan terkait dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh. Oleh karena itu, pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendorong. Jadi, asas hukum ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah”(Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh Firdaus Shoihin 2016).
Tujuan dari Hukum Ketenagakerjaan telah diatur dalam Pasal 4 UU Ketenagakerjaan bahwa pembangunan hukum ketenagakerjaan memiliki tujuan sebagai berikut:
(1) “Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
(2) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
(3) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.”
Disisi lain terdapat komponen yang juga penting dalam ketenagakerjaan yaitu orang yang membutuhkan bantuan pekerja  yaitu pemberi kerja. Menurut Pasal 1 Angka 4 UU Ketenagakerjaan:

“Pemberi kerja merupakan orang  perseorangan atau badan hukum yang  mempekerjakan  orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”
Pemberi kerja dalam hukum ketenagakerjaan dapat diartikan sebagai pengusaha. Pengusaha adalah
“seseorang atau kumpulan orang yang mampu mengidentifikasi kesempatan-kesempatan usaha (business opportunities) dan merealisasikannya dalam bentuk sasaran-sasaran yang harus dicapai”(Rachmat 1991). 
Dalam Pasal 1 angka 5 UU Ketenagakerjaan Pengusaha adalah:

a. “Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.”


Pengusaha berdasarkan penjelasan di atas dapat diartikan orang yang mengelola perusahaanya baik secara mandiri maupun bersama-sama. Sebagai pemberi kerja, pengusaha merupakan orang yang memiliki usaha yang  dalam hubungan pekerja. 
Pekerja melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah   pengusaha yang memiliki kedudukan sebagai pemberi kerja dan akan menerima upah atau imbalan yang diberikan oleh pengusaha. Pengusaha dalam hal ini dapat disimpulkan sebagai orang yang memperkerjakan orang untuk dirinya dengan memberikan upah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pekerja dan pengusaha.
“Perlindungan kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah” (Suhartoyo 2019). Perlindungan hukum terhadap pekerja timbul karena adanya hubungan kerja yang terjadi pada pekerja dengan pengusaha. Dalam ketenagakerjaan terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu hubungan kerja dan perjanjian kerja. Perjanjian kerja dalam Pasal 1 Angka 14 UU Ketenagakerjaan memiliki makna yaitu:
“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.”
Perjanjian kerja yang dilakukan pekerja dengan pemberi kerja dengan cara pekerja berkomitmen untuk melakukan sebuah pekerjaan yang bertujuan menerima upah. Perjanjian kerja menimbulkan adanya hubungan kerja. Pengertian Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.” Menurut pendapat Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya berjudul Kompilasi Hukum Perikatan,
“Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat didalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas”(Badrulzaman 2001).
Perjanjian kerja merupakan dasar dari adanya hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha dan pekerja yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian kerja dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan secara tertulis maupun lisan (tidak tertulis) sesuai dengan Pasal 51 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan:

(1) “Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
(2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.”
Menurut Imam Supomo dalam buku Pengantar Hukum Ketenagakerjaan karya Lalu Husni, perjanjian kerja merupakan 
“suatu perjanjian, dimana pihak satu (buruh) mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima  upah  pada  pihak  lain  (majikan)  yang  mengikat  dirinya  untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah”(Husni 2013).
Pasal 56 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan menerangkankan terkait Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). PKWT harus disusun dengan Bahasa Indonesia serta huruf latin. Pasal 57 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

(1) “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta   harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.

(3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”

Pasal 57 UU Ketenagakerjaan di atas menerangkan apabila PKWT tertentu yang sering kita sebut sebagai perjanjian kerja bagi pekerja tidak tetap tidak dilakukan secara tertulis maka status buruh tersebut secara otomatis berubah menjadi PKWTT atau sering disebut pekerja tetap. Pekerja  dan  pengusaha dalam  mengadakan  perjanjian kerja wajib memenuhi   syarat-syarat yang telah dijelaskan sebelumnya. Apabila syarat-syarat telah terpenuhi  maka artinya mereka   telah mengikatkan dirinya satu sama lain. Dengan mengikatkan diri mereka maka kedua belah pihak wajib mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati dengan ditimbulnya kewajiban antara pengusaha dan pekerja sesuai dengan perjanjian kerja. Perjanjian secara lisan pada dasarnya tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada, namun perjanjian  kerja  lebih  baik dibuat melalui perjanjian kerja secara  tertulis  sebab  selama  ini bentuk  perjanjian  kerja yang dilakukan  secara  lisan  meletakkan posisi  pekerja/buruh dalam kondisi yang lemah. 
“Tujuan PKWT dibuat secara tertulis adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sehingga menjamin kepastian hak dan kewajiban terpenuhi” (Tampongangoy 2013). Apabila buruh dengan perjanjian tidak tertulis mengalami masalah dan berperkara sangat sulit baginya untuk melakukan pembuktian karena terbatasnya barang bukti.
Dalam perkembangannya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan perubahan terhadap beberapa peraturan perundang - undangan salah satunya UU Ketenagakerjaan yang dimasukan dalam isi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang selanjutnya disebut dengan UU Cipta Kerja) pada bab IV.  Pasal dalam UU Ketenagakerjaan yang mengalami perubahan dalam UU Cipta Kerja salah satunya terdapat pada Pasal 57 yang berubah menjadi Pasal 81 angka 13 yang menyatakan:

Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 57

(1) “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesiadan huruf latin.

(2) Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, yang berlaku perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”

Pasal 81 Angka 13 UU Cipta Kerja yang merubah isi dari Pasal 57 UU Ketenagakerjaan memiliki perbedaan terkait dihilangkannya Ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.”

Pasal 81 Angka 13 UU Cipta Kerja juga merubah dari redaksi pada Pasal 57 Ayat (3) UU Ketenagakerjaan dengan menambahkan frasa “perjanjian kerja waktu tertentu” yang sebelumnya hanya “perjanjian kerja” saja. Dihilangkannya Ayat (2) dalam Pasal 57 UU Ketenagakerjaan dapat membuat kedudukan pekerja berdasarkan perjanjian kerja tidak tertulis semakin lemah dari sebelumnya. Kekuatan pembuktian dari perjanjian kerja secara lisan sudah memperlemah kedudukan pekerja masih ditambah dengan tidak adanya perlindungan berkaitan dengan perubahan status pekerja PKWT ke pekerja PKWTT dalam hal perjanjian kerja dibuat secara lisan. 
PKWT yang dilakukan secara lisan yang sebelumnya telah diatur dalam Pasal 57 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan membuat adanya kepastian hukum terhadap status mereka yang dapat berubah menjadi PKWTT. Namun dengan hilangnya ayat tersebut dalam UU Cipta Kerja membuat adanya kekosongan hukum dan tidak ada kepastian hukum yang melindungi pekerja apabila PKWT dilakukan secara lisan. Setiap orang berhak mendapatkan kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan layak sesuai dengan isi dari Pasal 29D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD NRI yang menyatakan bahwa :
(1) “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan yang sama dihadapan hukum.

(2) Setiap  orang  berhak  untuk  bekerja  serta  mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan kerja”

Penelitian ini bertujuaan untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum bagi pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian tidak tertulis pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian tidak tertulis. Penelitian ini memfokuskan pada isu mengenai perubahan status pekerja PKWT menjadi PKWTT karena terjadinya perjanjian kerja yang dilakukan secara tidak tertulis. 
Penelitian sejenis terdahulu menjadi  salah  satu  acuan dalam  melakukan penelitian guna menambah teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian.  Dalam penelitian ini mengambil beberapa referensi  guna  memperkaya  bahan  kajian pada  penelitian  ini. Penelitian pertama berjudul “Akibat Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang dibuat Tidak dengan Bentuk Tertulis” karya Sri Suartini dan I Made Walesa Putra dari Universitas Udayana pada tahun 2014 (Suartini and Putra 2014). Perbedaan pada penelitian ini berfokus terhadap akibat hukum yang timbul apabila perjanjian kerja waktu tertentu dilakukan secara tidak tertulis sebelum terbitnya UU Cipta Kerja sedangkan dalam penelitian yang sekarang berfokus kepada perlindungan hukum dan upaya yang dapat dilakukan oleh pekerja pasca berlakunya UU Cipta Kerja.
METODE
Jenis   penelitian   yang  akan digunakan   dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. “Jenis penelitian normatif  merupakan  penelitian hukum yang dilakukan dari prespektif internal dengan objek penelitian yaitu norma hukum” (Diantha 2016). Melalui penelitian ini memiliki tujuan untuk menghasilkan suatu argumentasi teori serta konsep dengan menganalisa berbagai peraturan, kaidah (norma), serta perundang-undangan sebagai objeknya. 
Penelitian ini memfokuskan pada isu kekosongan hukum mengenai perubahan status pekerja PKWT menjadi pekerja PKWTT karena terjadinya perjanjian kerja yang dilakukan secara tidak tertulis. Dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 57 yang mengatur tentang status PKWT yang akan berubah menjadi PKWTT apabila perjanjian kerja dilakukan secara tidak tertulis. Dalam UU Cipta Kerja Pasal 81 Angka 13 yang merubah isi dari Pasal 57 UU Ketenagakerjaan dengan menghapuskan Ayat (2). Secara tidak langsung terdapat kekosongan hukum yang terjadi pada aturan tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) yaitu dilakukan dengan cara menganalisis atau menelaah perundang-undangan yang memiliki kolerasi dengan isu hukum yang akan dihadapi, Pendekatan Konsep (Conceptual Approach), dan Pendektan Historis (Historical Approach) yaitu dengan cara menganalisis perundangan-perundangan yang pernah ada dan memiliki korelasi dengan isu hukum yang akan dihadapi. Dalam melakukan penelitian ini ada 2 bahan hukum yang akan digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer bersumber pada peraturan perundang-undangan catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan.
Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
a. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
b. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Tenaga Kerja,
c. Undang-undang   Nomor   25   Tahun   1997   tentang   Ketenagakerjaan, Lembaran   Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702,
d. Undang-Undang   Nomor   11   Tahun   1998   tentang   Perubahan   Berlakunya   Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 184,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791,
e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279,
f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573,
g. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.”

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. “Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder”(ND and Achmad 2015). Teknik yang digunakan untuk pengumpulan bahan hukum yang dalam penelitian ini juga dilakukan dengan cara menggali dan memperdalam  kerangka berfikir dengan dasar bahan hukum tentang teori hukum yang sesuai dengan permasalahan. Bukan hanya itu, bahan hukum dikumpulkan melalui pencarian melalui kata kunci yang sesuai pada mesin pencari yang terdapat di internet, lalu akan muncul sejumlah perundang-undangan, buku, jurnal, dan makalah hukum, pendapat para sarjana hukum setelah bahan hukum yang diperlukan telah terkumpul dan sesuai dengan topik permasalahan yang dituliskan secara sistematis maka akan dikelompokkan sesuai dengan sumber dan hierarki dan akan dikaji secra kompeherensif.
Dalam penelitian ini digunakan metode analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif yang memiliki arti “bahwa ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep serta nilai-nilai keadilan dalam suatu norma hukum” (Marzuki 2011). Dengan penggunaan metode tersebut diharapkan bisa mendapatkan suatu argumentasi dan konsep yang mengandung nilai dan dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalah yang berhubungan dengan penelitian ini.
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Tidak Tertulis Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Perjanjian kerja juga menjadi dasar timbulnya hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja. Hal ini diatur dalam Pasal 50 UU Ketenagakerjaan yang menyatakasn bahwa:

“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buru. Hubungan kerja menjadi dasar para pihak mendapatkan perlindungan hukum termasuk pekerja. Kedudukan pekerja selalu berada pada pihak yang lemah”(Santoso and Dheviana 2012).
Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan bentuk pemenuhan hak dilindungi oleh negara dan tertuang dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI 1945 “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Perlindungan terhadap pekerja juga diberikan oleh negara pada Pasal 29D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD NRI yang menyatakan bahwa :

(1) “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan yang sama dihadapan hukum.
(2) Setiap  orang  berhak  untuk  bekerja  serta  mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan kerja.”

“Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan, kesempatan,serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha” (Trijono 2014).

Perjanjian kerja dapat dilakukan dengan dua acara yaitu secara tertulis maupun lisan sesuai dengan Pasal 51 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan”. “Perjanjian kerja secara lisan merupakan hubungan kerja yang dibuat tanpa adanya penandatanganan perjanjian kerja”(Sumardi 2016).  Dilihat dari beberapa peraturan yang ada, tidak ada larangan terjadinya  perjanjian kerja lisan selama memenuhi syarat sah perjanjian tercantum pada Pasal 1601 huruf (a)  KUHPerdata, yakni:

1) Adanya pekerjaan ;
2) Upah yang dibayarkan;
3) Tugas yang diberikan oleh pengusaha.”
Bukan hanya itu perjanjian kerja dibagi menjadi dua berdasarkan waktu kerjanya yang pertama Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sesuai dengan Pasal 56 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan. “PKWT dapat didasarkan atas dua hal yaitu jangka waktu tertentu dan selesainya suatu pekerjaan” (Maimun 2007). Berdasarkan jangka waktu tententu merupakan suatu batas akhir pekerjaan yang didasari dengan waktu berakhirnya suatu pekerjaan sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja. Sedangkan, selesainya suatu pekerjaan merupakan berdasarkan selesainya hubungan kerja sesuai dengan selesainya pekerjaan yang dijanjikan. “PKWT ini mengalami penyimpangan didalam pelaksanaannya dan tidak dapat dipungkiri masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak atau belum membuat perjanjian kerja secara tertulis disebabkan karena ketidakmampuan sumber daya manusia maupun karena kelaziman sehingga atas dasar kepercayaan membuat perjanjian kerja secara lisan” (Fahrojih 2014).

Bahwa masih terdapatnya perusahaan yang melakukan PKWT berdasarkan perjanjian kerja secara lisan disebabkan rendahnya sumber daya manusia yang ada dan juga perjanjian kerja secara lisan dianggap menjadi hal yang biasa berdasarkan kepercayaan kedua belah pihak. “Hubungan kerja PKWT seharusnya dilakukan secara tertulis tapi hal yang sering terjadi perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan dianggap remeh oleh pekerja” (Agusmidah et al. 2012).
Perjanjian kerja secara lisan dianggap remeh oleh pekerja dikarenakan kurangnya kesadaran pekerja terkait kurangnya perlindungan hukum terhadap pekerja. Perjanjian secara lisan pada dasarnya tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada, namun perjanjian  kerja  lebih  baik dibuat melalui perjanjian kerja secara  tertulis  sebab  selama  ini bentuk  perjanjian  kerja yang dilakukan  secara  lisan  meletakkan posisi  pekerja/buruh dalam kondisi yang lemah. “Perlindungan yang diberikan terhadap pekerja dengan PKWT bertujuan untuk melindungi hak yang dimiliki karyawan serta bebas dari segala bentuk tindakan diskriminasi dalam rangka menciptakan kesejahteraan karyawan tersebut dan keluarganya”(Udiana 2016).

Negara yang memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja guna untuk pemenuhan hak pekerja agar penghidupan yang layak tanoa adanya diskriminasi. Payung hukum bagi pekerja untuk pertama kalinya setelah kemerdekaan diberikan pada Tahun 1969 dituangkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Tenaga Kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Tenaga Kerja pengaturan terkait pekerja masih terlalu umum belum menyangkup banyak hal termasuk belum adanya pembagian jenis-jenis perjanjian kerja. Pada tahun 1997, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Tenaga Kerja diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

Perjanjian kerja untuk pertama kalinya diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis.” Dapat diartikan bahwa PKWT harus dilakukan secara tertulis. Namun, perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT dirasa kurang karena akibat hukum yang timbul apabila perusahaan melakukan perjanjian kerja secara lisan tidak ada. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan dianggap kurang memberikan pelindungan bagi pekerja dan kurang relevan dengan keadaan perekonomian yang ada di Indonesia maka dikeluarkannya UU Ketenagakerjaan, yang diundangkan pada Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 pada tanggal 25 Maret 2003, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan merupakan bentuk penyempurnaan atas pelindungan hukum pagi pekerja salah satunya terkait pengaturan PKWT yang harus dilakukan secara tertulis, penyempurnaannya terdapat dalam hal apabila perjanjian kerja tersebut dilakukan secara lisan maka dinyatakan berubah menjadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu diatur pada Pasal 57 UU Ketenagakerjaan menerangkan bahwa:

(1) “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta   harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.
(3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”

Pasal 57 UU Ketenagakerjaan di atas menerangkan apabila PKWT tertentu yang sering disebut sebagai perjanjian kerja bagi pekerja tidak tetap tidak dilakukan secara tertulis. Maka, status buruh tersebut secara otomatis berubah menjadi PKWTT atau sering disebut pekerja tetap. Selain itu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di dalam Pasal 15 ayat (1) menyebutkan:

“Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja.”

Perjanjian kerja harus dibuat dengan Bahasa Indonesia dan huruf latin. Akibat hukum yang timbul apabila tidak dilakukan dengan Bahasa Bahasa Indonesia dan huruf latin yaitu berubahnya status PKWT menjadi PKWTT. Pad pasal diatas juga dapat dimaknai dengan kata lain:
“a contrario dapat ditafsirkan bahwa ketika perjanjian kerja tersebut dibuat secara lisan tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia dan huruf latin maka perjanjian kerja tersebut merupakan PKWTT”(Tambun 2012).
Pada tahun 2020, Pemerintah Bersama-sama dengan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu bab yang dalam UU Cipta Kerja yang baru disahkan adalah Bab Ketenagakerjaan.. UU Ketenagakerjaan menjadi bagian dari isi UU Cipta Kerja pada bagian BAB IV. Tidak semua isi klausul dalam UU Ketenagakerjaan mengalami perubahan. Klausul yang mengalami perubahan salah satunya terkait PKWT. Perubahan itu terletak pada Pasal 57 UU Ketenagakerjaan yang berubah menjadi Pasal 81 angka 13 UU Cipta Kerja yang menyatakan:

“Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesiadan huruf latin.
(2) Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, yang berlaku perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”

Perbedaan antara Pasal 57 UU Ketenagakerjaan dengan Pasal 81 Angka 13 UU Cipta kerja terletak pada hilangnya Ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.”
Perbedaan antar Pasal 57 UU Ketenagakerjaan dengan Pasal 81 Angka 13 UU Cipta Kerja juga terletak pada redaksi pada Pasal 57 Ayat (3) UU Ketenagakerjaan dengan menambahkan frasa “waktu tertentu” yang sebelumnya hanya “perjanjian kerja” berubah menjadi “perjanjian kerja waktu tertentu”. Penghapusan Ayat (2) dalam Pasal 57 UU Ketenagakerjaan dapat membuat kedudukan pekerja berdasarkan perjanjian kerja tidak tertulis semakin lemah dari sebelumnya.

Kekuatan pembuktian dari perjanjian kerja secara lisan sudah memperlemah kedudukan pekerja masih ditambah dengan tidak adanya perlindungan berkaitan dengan perubahan status PKWT ke PKWTT dalam hal perjanjian kerja dibuat secara lisan. Menurut Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Formalisasi perlindungan pekerja dalam bentuk perundang-undangan haruslah berlandaskan pada prinsip salah satunya merupakan peran negara. 
Peran negara sesuai dengan tujuan dari hukum ketenegakjerjaan guna mencapai terlaksananya keadilan sosial dalam ketenagakerjaan hal ini diselenggarakan dengan upaya melindungi dari kekusaan yang dimiliki oleh pengusaha. Dalam hal ini negara bertanggung jawab untuk melindungi pekerja. Segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan kerja itu diserahkan kepada kebijaksanaan kedua belah pihak yang memiliki kepentingan maka akan lebih susah untuk mencapai keseimbangan antar kedua belah pihak untuk memenuhi rasa keadilan sosial yang menjadi tujuan ketenagakerjaan.
“Perlindungan yang diberikan oleh negara tertuang dalam peraturan perundang- undangan yang bersifat publik guna sebagai pembatasan yang bersifat memaksa terhadap asas kebebasan berkontrak antar kedua belah pihak. Peran negara dalam hubungan perorangan, yaitu antara pekerja dengan pengusaha merupakan suatu pengekangan terhadap kebebasan di duniaekonomi liberal dengan paham laissez faire. Namun kebebasan disini perlu diartikan bukan sebagai kebebasan yang sebebas bebasnya, namun sebagai kebebasan yang diatur dan karenanya harus dibatasi”(Wibowo and Sudiro 2021).
Menurut penulis, dari peraturan UU Cipta Kerja tersebut terdapat kekosongan hukum (norma yang kosong). Adapun solusi apabila terjadi kekosongan hukum (leemten van normen) sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bahwa perkembangan masyarakat selalu lebih cepat dari perkembangan peraturan perundang-undangan. Pekerjaan pembuatan undang-undang mempunyai dua aspek, yaitu pertama pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan-peraturan umum, pertimbangan-pertimbangan tentang hal hal konkret diserahkan kepada hakim dan kedua adalah pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat, maka hakim sering menambah undang-undang tersebut.
Beberapa cara dapat diterapkan untuk memberikan perlindungan secara hukum yang jika dikaitkan dalam konteks perlindungan hukum bagi pekerja berdasarkan perjanjian kerja tidak tertulis dapat diterapkan dalam dua cara yaitu:

1) “Membuat peraturan (by Giving Regulation) yang bertujuan untuk :
a) memberikan hak dan kewajiban,
b) menjamin hak-hak para subyek  hukum”(Sasongko 2007).
Dalam konteks dilakukan dengan perlindungn hukum bagi pekerja berdasarkan perjanjian kerja tidak tertulis yang pengaturannya terdapat kekurangan dikarenakan penghapusan dari aturan sebelumnya membuat kurang menjamin hak-hak pekerja. Maka, dalam hal ini diperlukannya pembuatan peraturan agar terdapat kepastian hukum.

2) “Menegakkan peraturan (by the law enforcement) melalui:

a) hukum administrasi negara, berfungsi untuk mencegah (preventif) terjadinya pelanggaran, baik yang berhubungan dengan perizinan dan pengawasan,
b) hukum pidana, berfungsi untuk menanggulangi (represif) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara menjatuhkan sanksi hukuman denda dan penjara,
c) hukum perdata, berfungsi untuk memulihkan hak (curative recovery) dengan membayar kompensasi ganti rugi”(Sasongko 2007).
Penegakan peraturan dapat dilaksanakan apabila peraturan yang dibutuhkan untuk melindungi pekerja yang melakukan perjanjian kerja secara tidak tertulis telah terbentuk. Wujud dari peraturan dapat berupa perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan, maupun terbentuknya undang-undang baru.
Menurut penulis jika ditinjau dari perspektif kepentingan hak asasi manusia, Pasal 81 Angka 13 UU Cipta Kerja yang tidak menerangkan terkait adanya pengangkatan PKWT menjadi PKWTT apabila melakukan perjanjian kerja secara tidak tertulis dianggap tidak memenuhi hak asasi manusia. Sesuai dengan pasal 27 Ayat (2) UUD NRI 1945 pekerja berhak adanya keamanan bekerja (Job security). “Job security merupakan persepsi keyakinan yang dimiliki individu terhadap kesinambungan pekerjaan dan posisi atau jabatan yang dimiliki dalam waktu yang panjang” (Hilmah 2018).
 “Ada hubungan negatif antara antara job insecurity dengan komitmen organisasi, artinya semakin tinggi job insecurity akan semakin rendah komitmen organisasi dan sebaliknya, semakin rendah job insecurity akan semakin tinggi komitmen organisasi” (Yunanti and Prabowo 2014). Hilangnya pengaturan terkait status PKWT melalui perjanjian kerja yang dilakukan secara tidak tertulis yang seharusnya berubah menjadi PKWTT melanggar Job Security. Untuk melindungi hak tersebut, maka diperlukan adanya campur tangan peraturan perundang-undangan yang mencerminkan keadilan, baik substantif maupun prosedural. Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu(Asikin et al. 2004).
Penulis berpendapat apabila pengaturan terkait perjanjian kerja secara tidak tertulis yang dilakukan oleh PKWT sesuai dengan isi klausul pada Pasal 57 UU Ketenagakerjaan, karena dianggap lebih memberikan perlindungan hukum bagi pekerja terkait perubahan PKWT yang berubah menjadi PKWTT apabila perjanjian kerja dilakukan secara tidak tertulis. Hal ini salah satu bentuk upaya agar terjalin hubungan yang harmonis atar pihak dengan tetap memberikan perlindungan hukum bagi pekerja berdasarkan perjanjian kerja tidak tertulis.
B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Pekerja yang Bekerja Berdasarkan Perjanjian Tidak Tertulis

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja secara tidak tertulis dapat dilakukan dengan dua mekanisme. Mekanisme yang pertama melalui mekanisme perundingan dengan perusahaan dan diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama(PKB). PKB menurut Pasal 1 Angka 21 merupakan:
“perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.”
Perjanjian kerja bersama dapat diartikan bahwa hasil perundingan antar pekerja dengan perusahaan yang hareus didaftarkan atau dicatatakan pada instansi yang bertanggung jawab dlam bidang ketenagakerjaan. Dalam perjanjian kerja bersama harus memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban baik pekerja maupun pengusaha. “PKB merupakan salah satu upaya untuk memperjuangkan hak-hak pekerja terhadap perusahaan dan digunakan pula untuk mencapai kepuasan kerja. Perjanjian kerja bersama hadir sebagai salah satu sarana dalam melaksanakan hubugan industrial yang harmonis, aman, tentram, dan dinamis”(Aninditiya, Prasetya, and Mayowan 2015).
PKB bukan menjadi satu-satunya upaya yang dapat dilakukan oleh pekerja untuk memperjuangkan hak-haknya. Terdapat upaya lain yaitu melalui Peraturan Perusahaan. Peraturan perusahaan sendiri dibuat oleh perusahaan yang akan diberikan kepada serikat pekerja guna mendapatkan masukan, namun keputusan terkait peraturan perusahaan sepenuhnya ada di tangan perusahaan dan akan ditandatangai oleh perusahaan. Setelah peraturan perusahaan telah ditandatangi maka dapat didaftarkan kepada instansi terkait. 
Berbeda dengan pembuatan PKB yang dilakukan oleh serikat pekerja dengan pengusaha. Kedua belah pihak memiliki kedudukan bersama. Dalam hal ini serikat pekerja mempunyai hak untuk mengajukan perundingan bukan hanya menjadi bahan pertimbangan. Serikat pekerja dapat mengajukan permohonan pengajuan pembuatan PKB kepada perusahaan, melalui beberapa tahapan yaitu:
1) Pengajuan Perjanjian Kerja Bersama secara tertulis

Para pihak dalam hal ini terdiri dari serikat pekerja/beberapa serikat pekerja dan pengusaha/ beberapa pengusaha. Salah satu dari para pihak dapat mengajukan diadakannnya PKB yang dibuat secara tertulis serta dilampiri dengan konsep perjanjian. Jangka waktu yang diperlukan untuk validasi keanggotaan serikat pekerja maksimal dilakukan 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permintaan verifikasi dari pengusaha. 
2) Proses perundingan

Perundingan pembuatan PKB dimulai dengan disepakatinya tata tertib perundingan oleh kedua belah pihak. Pihak pengusaha dan serikat buruh menentukan pihak tim perunding dengan batas maksimal 9 orang dengan memiliki kuasa penuh. Perundingan PKB dilakukan oleh pihak yang diwakili oleh pengurus serikat pekerja/buruh dan pimpinan perusahaan sesuai dengan  surat kuasa. Batas waktu yang diperlukan dalam melaksanakan perundingan bipartit adalah 30 hari terhitung dari hari pertama proses perundingan dimulai.
3) Laporan kepada Instansi (apabila perundingan tidak mencapai sepakat)

Apabila dalam tenggang waktu 30 hari sejak dari hari perundingan dimulai tidak dicapai kata sepakat, salah satu pihak wajib melaporkan kepada mencatatkan kepada instansi yang menyelenggarakan sesuai dengan Peratutan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yaitu:

a. “SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, apabila lingkup berlakunya PKB hanya mencakup satu kabupaten/kota;
b. SKPD bidang ketenagakerjaan provinsi, apabila lingkup berlakunya PKB lebih dari satu kabupaten/kota di satu provinsi;
c. Direktorat Jenderal, apabila lingkup berlakunya PKB meliputi lebih dari satu provinsi.”
Instansi di atas dapat menjadi perantara atau dapat diselesaikan melalui arbitrase. Penyelesaian oleh instansi dilakukan sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

4) Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan Industrial (apabila tetap tidak mencapai kesepakatan)
Apabila penyelesaian oleh instansi yang dilakukan melalui mediasi dan para pihak atau salah satu pihak tidak menerima anjuran mediator, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial di daerah hukum tempat pekerja/buruh bekerja. Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha akan melakukan perubahan PKB yang sedang berlaku, maka perubahan tersebut harus berdasarkan kesepakatan.
5) Penandatanganan

Setelah perjanjian kerja bersama dibentuk, maka wakil dari kedua belah pihak wajib menandatangani perjanjian tersebut sebagai tanda kesepakatan. Perubahan terhadap PKB harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian kerja bersama sah dan berlaku mengikat kedua belah pihak dan anggota-anggotanya sejak perjanjian kerja bersama ditandatangani kedua belah pihak.
6) Pendaftaran

Sesuai dengan Peratutan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja, pendaftaran pada instansi terkait wajib dilakukan dengan maksud:
a) “sebagai alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat-syarat kerja yang dilaksanakan di perusahaan;
b) sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan pelaksanaan PKB.”
7) Penyebarluasan

Setelah melakukan proses pendandatanganan dan pendaftaran, maka perjanjian kerja bersama tersebut wajib disebarluaskan oleh para pihak di lingkungan kerja agar seluruh anggota mengetahui isi dan melaksanakan perjanjian kerja bersama tersebut.
Melalui mekanisme pembuatan PKB yang di dalamnya memuat pengaturan terkait perjanjian kerja yang dilakukan secara tidak tertulis merubah status pekerja PKWT menjadi PKWTT membuat adanya kepastian hukum bagi pekerja. Kepastian hukum terkait pekerja melalui PKB akan memberikan rasa aman bagi pekerja (Job Security) dan akan meningkatkan kinerja dari pekerja.

Mekanisme kedua merupakan melalui pengajuan perubahan undang-undang melalui Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan dari rakyat dengan cara memasukan kembali klausul  terkait  perubahan status PKWT menjadi PKWTT apabila melakukan perjanjian kerja secara tidak tertulis di dalam Program Legislasi Nasional(Prolegnas). Partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang penting terkait pembuatan prolegnas. Dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan bahwa salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas “keterbukaan”. Sesuai dengan Pasal 3 huruf j Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legilasi Nasional yang menyatakan bahwa penyusunan daftar rancangan undang-undang berdasarkan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. 
Penyerapan aspirasi masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara secara lisan maupun tertulis sesuai dengan Pasal 96 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penyerapan masyarakat dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan diskusi. Penyerapan aspirasi juga dapat dilakukan dengan cara mengirimkan surat kepada pimpinan Badan Legislasi sebelum dilakukannya pembahasan rancangan prolegnas Jangka Menengah oleh Badan legislasi, Panitia Perancang Undang- Undang (PPUU), dan Menteri. Rancangan Undang-Undang (selanjutnya disebut RUU) sebelum masuk menjadi bagian dari Prolegnas tahunan, DPR dan/Pemerintah terlebih dulu harus menyusun Naskah Akademik dan RUU tersebut. Terdapat beberapa tahapan yang haru dilakukan dalam pembuatan undang-undang yaitu:
1. Tahapan penyusunan rancangan undang-undang:

a. Penyusunan rancangan undang-undang;
b. Harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi;
c. Pembuatan naskah akademik.
2. Tahap Pembahasan Rancangan Undang-Undang
Terdapat 2 tingkatan dalam tahapan pembahasan RUU yang dilakukan oleh DPR dan Presiden (juga dengan DPD, khusus untuk topik-topik tertentu) melalui yaitu:
a. Tingkat 1 adalah pembicaraan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus.
b. Tingkat 2 adalah pembicaraan dalam rapat paripurna.
3. Tahap Pengesahan Undang-Undang:
a. Sesuai dengan Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, RUU yang telah disetujui dan disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden paling lambat 7 hari kerja untuk disahkan.
b. Pimpinan DPR mengirim surat kepada Presiden untuk minta penjelasan apabila dalam 30 hari kerja RUU tersebut belum disahkan menjadi UU, 
c. Sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Apabila RUU tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari sejak RUU disetujui, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan.
Dua mekanisme diatas merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh pekerja berdasarkan perjanjian kerja tidak tertulis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengalami kekosongan hukum. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan pekerja dan keamanan pekerja (job security).
PENUTUP

Simpulan


Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah dikemukakan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Berkaitan dengan perlindungan hukum terkait akibat hukum apabila pekerja PKWT melakukan perjanjian kerja secara tidak tertulis yang sebelumnya telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan dihapuskan dalam UU Cipta Kerja dapat membuat lemah kedudukan pekerja. Hilangnya pengaturan terkait status PKWT melalui perjanjian kerja yang dilakukan secara tidak tertulis yang seharusnya berubah menjadi PKWTT melanggar Job Security. Perlindungan hukum diperlukan adanya campur tangan peraturan perundang-undangan yang mencerminkan keadilan, baik substantif maupun prosedural.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian tidak tertulis melalui dua mekanisme yaitu:
a. Menggunakan mekanisme perundingan dengan perusahaan dan diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

b. Mekanisme kedua dilakukan dengan pengajuan perubahan undang-undang melalui Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan dari rakyat, dengan cara memasukan kembali klausul  terkait  perubahan status PKWT menjadi PKWTT apabila melakukan perjanjian kerja secara tidak tertulis di dalam Program Legislasi Nasional(Prolegnas).

Saran

Dengan hasil penelitian tersebut, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti yakni :

1. Bagi pekerja agar lebih mengutamakan perjanjian kerja secara tertulis agar dapat lebih mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang dapat memperkuat kedudukan pekerja.

2. Bagi DPR dan Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan untuk segera merevisi peraturan perundang_undangan berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Tidak Tertulis Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja supaya tidak terjadi kekosongan hukum dan dapat memberikan kepastian hukum bagi pekerja terlebih bagi pekerja berdasarkan perjanjian kerja tidak tertulis.
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